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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015 yang menolak uji materiil telah 

sesuai dengan perlindungan hukum terhadap profesi penunjang pasar modal. 

Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015 memberikan jaminan terpenuhinya hak 

profesi penunjang pasar modal untuk melakukan tugas dan perannya dalam 

kegiatan jasa keuangan khususnya sektor pasar modal. Putusan MA Nomor 

68P/HUM/2015 juga menegaskan bahwa profesi penunjang pasar modal 

merupakan  sebagai pihak yang diatur dan diawasi oleh OJK dan merupakan 

pihak yang melakukan kegiatan sektor pasar modal. Kewajiban profesi 

penunjang pasar modal sebagai pihak yang diatur dan diawasi oleh OJK dan 

merupakan pihak yang melakukan kegiatan sektor pasar modal adalah 

memenuhi pembayaran pungutan biaya perizinan, biaya persetujuan, biaya 

pengesahan, biaya pendaftaran, dan biaya tahunan kepada OJK. 
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B. Saran 

1. OJK, dalam proses revisi PP OJK sebaiknya mempertegas isi pasal-pasal 

PP OJK terkait dengan pihak yang dikenai pungutan OJK. Pasal-pasal PP 

OJK dihadapkan dapat berisikan klausula yang secara tegas dan tersurat 

menyatakan bahwa profesi merupakan pihak yang diatur dan diawasi oleh 

OJK dan merupakan pihak yang melakukan kegiatan sektor pasar modal 

khususnya kegiatan di sektor pasar modal.  

2. OJK seyogyanya melakukan kajian lebih mendalam terkait besar pungutan 

tahunan yang dipungut OJK terhadap profesi penunjang pasar modal 

sehingga pungutan OJK dapat berjalan sesuai dengan rata-rata kemampuan 

membayar profesi penunjang pasar modal. Kajian ini akan menjadi dasar 

pengajuan apakah besaran pungutan OJK terhadap profesi penunjang pasar 

modal akan diubah atau tidak dalam proses revisi PP OJK. 
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